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BURUH ANAK:MAMPUKAH KEBIJAKAN NEGARA MELINDUNGI?

FAJAR APRIANI
Dosen ljrnu Adrninistrasi Negara

FISIP Universitas Mulawarman. Samarinda
Email : yaniefajar@yahoo.com.

Abstract'. .tenamenon of chird labot in deveroping count es aften have yet to be resorved, especiarty child...'.theinfarfialsectar.chirdrcnarethenextgeneratianofthenaiian,sothatshourdgetthefuti ment.':'etr nghts by.the state and the family enviranment that feasible. Ciitdren have th; tight to acquire..'.aiion 
.develop personality and patential, as we as prctection ftom violence and discriminaLtion.-. ..'/et.the.strcng patriarchar ideoragy, neariberarism's infruence and the discriminatian against the chittl- 

''-' 
field of education, particurarry fot girls, as yer as rhe srfi weak state partcy in prcteciing chitd tabor,*.- '9 this problem up ta now has not been able ta sotve. The problem of'poveny is often uiderstood as'-: :as/s of lhe causes of child labar /ssues Bui a mare setious cau"" ,s i, fact concerns the-.....s)billy af the country's top that does nat satjsfy the ights of the chitd, in pafticular jn terms af

'=. ,.,.':; Child LaboL Discrimination, Child Rights.

lntisari::':-ena buruh anak di negara-negara berkembang acapkali betun dapat teratasi. terutama buruh anak
_..'a..k-..ia dt sektar infarmal_Anak adalah generasi pererLls bargsa, yang sepatutnya mempercbh-.*:','.- lak-haknya oleh negara clan lingkungan ketuarga 

-seca;a 
iayai.Anak berhak unluk- -""-:- .e.didLkan. nengembangkan kepribadian dan poten;idiri, juga peiindungan darikekerasan::- ,.-'--a:t.ttamun kuatnya ideolagi patriarki, pengaruh neotiberiliime dan di;kriminasi terhadap:..- .lang pendidikan, terutama bagi anak perempuan, serla masih lemahnya kebijakan negaia

::::!:9t- lytuh. ,?nak, !e!i{ifan. permasatahan ini hinssa *ni rcium mimpu..'-esalahan kemiskinan seringkali dipahami sebagaidasar atas peiitebab eet;;s;taha;;';;u;,.--' canyebab yang lebih se us sesungguhnya adalah menyangiut [anggungjawab negara atas.' . i- dr ha\ oraL, Secaq hht,sus dabm nal Dend,d;an

, : . - ,-: a,-)n anak. diskriminasi. hak_hak anak.

PENDAH ULUAN

l.lasalah buruh anak di banyak negara di

:.- j i,la- tagi mer_ad suatu isJ

:.-- 3z..2.2. h storis sejak abad 19 pada
-aaa'a-^aaa.a industr buruh anak sudah

-=- aa oermasalahan sosial yang

-:-:--.: -kan.Pada masa itu banyak anak_

.-.< !e.9 cekerla menjadi buruh di berbagal

pabrik layaknya buruh-buruh berusia

dewasa.Disamakan kondisinya mulai dari jam

kerja, jenis pekerjaan, hingga perlakuan yang

ditelima, namun besaran upah lebih murah

dibandingkan buruh-buruh berusia dewasa.

Saat lni, di abad 2'1, potret permasalahan

buruh anak tampak tidak jauh berubah,

terutama di negara-negara berkembang. Data

.: --. I Nomor 1. April 2016 PUBLISIA (Jurnat tJmu Administrasi publikfl



ILO (2004) menunjukkan secara global

ierdapat sekitar 179 juta anak berusia di

bawah usia '18 tahun yang sudah berada

dalam sektor pekerjaan yang bersifat

eksp oitatif. Dari jumah tersebut, sekitar 8,4

juta anak teriebak dalam perbudakan, keria

ijon. perdagangan anak, pemanfaatan secara

paksa dalam konflik bersenjata, dan aktivitas-

aktivitas terlarang lalnnya.

Lantas bagaimanakah potret buruh anak

di lndonesia? Himpunan Kesejahteraan Anak

lndonesia pada tahun 1996 rnenemukan

bahwa 1,92 iuta (8,5%) anak-anak berumur

anta.a 1O h ngga 14 tahun bekerja paling tidak

empat jam sehari. Namun, jumlah

keseluruhan anak-anak yang bekerja

sesungguhnya barangkal jauh lebih besar

karena dokumen tentang usia anak-anak

mudah sekall dipalsukan dan karena anak-

anak di bawah usia 10 tahun tidak disertakan

dalam survei itu. Pada krisis ekonorni d tahun

1998, angka buruh anak dipercaya semakin

leblh besar lagi (YJP, 2007).Permasalahan

yang rnenimpa buruh anak antara lain

rendahnya taraf pendidikan, rendahnya

kondisi kesehatan dan m nimnya waktu

senggang untuk beristirahat dan bermain bagi

anak. Tidak hanya itu, buruh anak iuga harus

berhadapan dengan potensi eksploitasl,

kekerasan dan trafficking atau perdagangan

anak.

Dibandingkan dengan orang dewasi

buruh anak lebih beresiko terhadap tlndaka

eksploitasi da1 rekerasan larena oosisin)

sebagal anak leb h Lemah dan renta

sehingqa rnenjadi sasaran empuk. l\,4enun

LPA Jawa Tirnur (2000), secara khusus bu.u

anak mengalaml kerentanan terhada

eksp oltasi, kekerasan dan trafficking. t

sektor industri formal buruh anak menghadal

lam kerla yang panjang, upah rendal

beresiko kecelakaan kerla, dan mengala.

gangguan kesehatan. Studi yang diakuka

ILO-OPEC memperlihatkan buruh ana

Jr.Lraya be\e'ja reb'h da'i emoal .am ol

hari atau 20 jam per mjnggu.

Buruh anak iuga meniadi salah sa:

keJompok yang rentan diperdagangkar

Penelitian advokasi femlnis yang dilakuka

lnsttut Perempuan dl Jawa Barat pada tahL

2006 mengungkapkan sebllah kast

perdagangan yang dialam seorang Pembar-

Rumah Tangga (PRT) anak berusia 16 tahL

yang awaLnya bekerja sebaga PRT

Se..arang kemud an diPekeriakan

N,1a aysia la mengalaml eksploitasi d.

kekerasan saat bekerja di Ny'alaysia (Saga

dan Rczana 2007)

lnConesia merupakan sa ah satu nega

perta..a yanq terpi lh untuk ikut da a

Program Pe.ghapusan Buruh Anak-anl

Lnternas onal iIPEC), dan rnenandatanga

sebJah nota kesepahaman dengan ILO pa:

:: \ . -::-ri
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.l: --:-( rneralmpn kerjasama di

' :-:- ni. Pemerintah dan ILO
' :: :-::_ sebuah nota lain mengenai

....---.. pada Maret ,1997 yang

.': -.'=/.2 dalam kesepakatan untuk

: ,. i- :a'svaratan yang memungkinkan

:- -: -Cungt buruh anak-anak dan

.- .. cnial tahun i925 teniano

::':s Buruh Anak-anal dan Kerla

: a:-.'aa nlearang, membatasi dan

i :,--^ anak-anak dengan tujuan

;:_:a-skannya'.

. :=,13 BU RUH ANAK BEKERJA
-. =-' .^ mengakui adanya golongan

: :. .:_: raTus bekerja karena alasan

-. -:- :an pada tahun 1987 N4enteri

:: - a-.2 ndonesia mengeluarkan

: - :'::_.an mengenai perlindunoan

:,.r' j- )dng teroa(sa oekerja.

. : _ -3ng zinkan penggunaan anak_

. : .:- Js a 14 tahun yang terpaksa

: ,-:-< membantu pendapatan

. : -..:<a Peraturan ini juga

: -.' a.znya izin orangtua, melarang

:.' .:-l berbahaya dan berat,

. 1.: .-. kerja empat jarn sehari, dan

:. : -:. <an untuk melaporkan jumlah
_ . -.t'a dt bawah "erentual ini

_: : ,-:r ini tidak menetapkan usia

-- _- _. :rak-anak dalam kategori ini,

:..: .:':.rr Tenggantikan ord:1dnsi

l,4alam bagl Wanita yang r.asih berlaku

sebagal Undang-undang sampal sekarang

tentang buruh anak-anak dan yang

menetapkan batas usia kerja minimum 12

ta h un.

Menurut data perburuhan pemerintah,

kebanyakan buruh anak-anak bekerja di

sektor pertanian, meskipun jumlah pekerja

anak-anak dl kota-kota sudah meningkat

besar karena urbanisasi.Anak-anak lebih

banyak bekerja di sektor non formal daripada

sektor formal. Di sektor formal pekerjaan

anak-anak cenderung ada di garis batas

antara ekonomi formal dan non formal, seperti

bersama-sama dengan orangtua mereka di

industri rumah tangga dan di perkebunan, di

toko milik keluarga atau pabrik kecil, terutama

pabrik yang merupakan "satelit" bagi indusili

besar. Ada juga anak-anak yang bekerja di

industri besar meskipun jumlahnya tidak

diketahui, terutama karena dokumen yang

membuktikan usia mereka mudah dipalsukan.

Di sektor informal, banyak anak-anak menjadi

tukang koran, tukang semir, tukang parkir,

atau cal.a lain untuk mendapatkan uang.

Banyak anak-anak bekerja di lingkungan yang

berbahaya seperti menjadi pemulung dan

tukang sampah. atau di jermal ikan dan kapal

nelayan. Banyak juga pekerja rumah tangga

adalah anak-anak perempuan di bawah usia

15 tahun. Meskipun angka yang tepat tidak

tersedia, diperkirakan jumlah pembantu rumah
'.r-r.1 Aprii 2016 PUBLISIA (Jurnal tlmu Aaminisrrasi puUtikft



tangga anak-anak mencapai 1,5 juta, bahkan

lebih (YJP,2007).

BebeEpa hasil kalian mengenal buruh 2.

anak menunjukkan bahwa terdapat beberapa

faktor yang saling terkait yang menjadi

penyebab mengapa buruh anak

bekerja.Antara Lain ideologi patriark,

neollberalisme, dan minimnya pendidikan bagl

anak, khususnya anak PeremPuan

1. Menguatnya ideolagiPatriarki

Patriarki merupakan cara Pandang

yang meminggirkan kaum perempuan dan

keompok ihe volceless lainnya. Patria*i

rremandang perempuan sebagai warga

nega.a nomor dua. ldeologi ini juga

memandang anak, minoritas, penyandang

cacat, dan lainnya mengalami posis dan

peran yang sama sebagai sebatas obyek,

dan bukan subyek (Rozara,20A7).

Patriarki mendorong timbulnYa

pe.soalan benIUk pelerraaa Lero-rJ( bag

anak dalam berbagai cara. Pertama, sikap

pembiaran dari orangtua kepada anak

merupakan wuiud nilai-nilai patriark s,

termasuk ketika orangtua menginginkan

anak menjadi tulang Punggung dan

rnencari nafkah untuk keluarga Kedua,

rendahnya tingkat pendidikan perempuan.

Ketga, pernikahan usia dini Kuatnya

budaya patriarki dalam tatanan

masyarakat sangat menghambat

perlindungan bagi perempuan maupun

anak, terlebih keiika mereka daam posr

sebagal korban ketldakadilan.

Menguatnya

neoliberalisme

globalisas dan

globalisasi d.

Neolberalisme merujuk Pada Paha

ekonomi yanq formula dasarnya adaa

deregulasi, privatisas dan liberalisa!

dengan prinsip utama adale

penghapLsan perd' negara da arr LrLse

e<onom ya19 berujung pada pe1gabai.

ke.e ahterda. ra\yat sebab sJbs (

subsidi bagi kebutuhan dasar raky

dicabut, barang dan jasa publik seper| a

lstrik, layanan kesehatan dan pendidlkE

diubah menjadi korirod tas (Heroepoet

2004). Neollberalisme dijalankan ole

pendukung gobalisasi yang terdlri d.

lembaga keuangan internasional sepe

Bank Dun a. lMF, WTO dan Multinatior

Corporation (MNCs).

Da am sltuasi Pemiskinan akib

neoliberallsnl

ket dakmarnpuan orangtua menG

pekerjaan dlbebankan kepada anakny

sehingga anak-anak masuk dalam sektc

sektor eksploitatif dan tidak te.sent.

perllndungan hukum dari negara, sepe

bekerja sebagai PRT, mengala

eksp o tasi seksual korrersial, d:

sebagainya.

3. Diskriminasi terhadap anak perempui

dalan bidang pendidikan

4 PUBLISIA (Jurnal llmu Administrasi Publik) Volume 1, Nomor 1, April 201i



-. :_::_,ang tersed a menuntut adanya

- -,- azah dan skill tertentu yang

::-::inya pendidikan menciptakan

. - r i ,.-g sulit bagi anak.Lapangan

::. :- ( anak.Kebanyakan pekerjaan

: - ::.( menuntut ijazah dan skill

: _:- - .lrstru berada dalam Sektor

-.:-::- yang terburuk bagi anak

= .-.2AA7).
:.-:an demlkian, fenomena anak

1. :' . ..pat disimpulkan memang tidak

:-:::i :ari permasalahan kemisklnan

::: -= dasarnya.Namun demiklan,
. , .Lga meroJnyai berbaqai

_..: (arena itu kemlskinan harus
- . <an secara lebih detail lagi

:-r(ut aspek-aspek yang lebih

:::'Sejauh lni, ketika kemiskinan

melanjutkan sekolah dan akhirnya bekerja

menjadi buruh tidak sekedar karena

mereka miskin. Dalam batas-batas

tertentu, orangtua para buruh anak masth

mampu untuk membjayai sekolah.

Permasalahannya adalah negara, dalam

hal ini pemerintah daerah tidak mampu

memenuhi kebutuhan anak-anak akan

pendidikan yang berada di sekjtar tempat

tinggal mereka. Permasalahan yang

kedua, tingkat kesadaran o[angtua masih

rendah akan pentingnya pendidikan anak-

anak. Orangtua tidak terlalu r.emaksakan

anak-anaknya untuk bersekoiah Iagi.Tidak

terjangkaunya sarana dan prasarana

pendidikan pun semakin menguatkan

pandangan orangtua selama ini untuk

tidak memberikan perhatian kepada

pendldikan anak-anak

berkembangnya keyakinan

.' ...n sebagai penyebab maraknya Masih

dananak. ujung pangkalnya

.'.1.a1ah yang dipersalahkan,

: .nengabaikan hak-hak anak.
-: dalam hal hak anak akan

: .3a Sebagian besar orangtua para

:-ak sangat apresiatif terhadap hak

::. berharap anaknya tidak bekerja

re anjutkan sekolah. Maka

:- yang lebih serius sesungguhnya
- menyangkut tanggungjawab

: atas terlantarnya hak-hak anak,

: (husus dalam hal pendidikan.

ketidakadilan gender bagj anak

perempuan juga semakin menouatkan

pandangan tersebut. Banyak orangtua

yang beranggapan bahwa anak

pererpLart tidak oerlL bersekotal- tingg -

tinggi.Orangtua cenderung lebih senang

jika a.ak oerempualrya bekela sebagai

wujud atas bakti anak terhadap orangtua,

sehingga orangtua tidak lagi menanggung

beban atas penghidupan anaknya, atau

cepat menikah karena dapat memberikan

cucu bagi orangtua_ Orangtua ]ustru,. -_.a jumlah anak yang tidak

'.rnror 1. April2016 PUBLISIA (Jurnaj ilmu Administrasi pubtik) 
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cemas jika pada usia 18 hingga 20 tahun,

anal perempJannya belum me-p-^yai

pasangan. Bagi anak-anak, bekerja tidak

bertujuan untuk r.emenuhi kebutuhan

utama.Permasalahannya justru terletak

pada budaya masyarakat setempat yang

menyebabkan anak-anak bekeia menjadi

sJatu r.ad,s .Anak-ara^ yang be^erja.

khususnya anak perempuan, biasanya

menabung upah Yang mereka

peroleh.sebagiannya memang diberikan

kepada orangtua, namun jumlahnya tidak

besar (Sub yantoro, 2007).

Permasalahan lainnya, regulasi dan

penegakan hukum bagi perusahaan yang

mernpekerjakan anak-anak di bawah

umur- masih lemah. Tindakan

pemeriksaan mendadak ser ngkali

dllakukan hanya ketika mendapat laporan

dari TYrasyarakat. Kadangkala Pun

pemeriksaan yang dilakukan tdak efektif,

akibal oocorrya lnfor"'nas' rne.ge-ai

pemeriksaan atau'cerdlknya perusahaan

menghadapi pemeriksaan yang dilakukan.

Mengapa perusahaan senang

mempekerjakan buruh anak? Tidak lain

karena tenaga keria anak-anak lebih

murah, tidak akan banyak menuntut apa

yang seharusnya menjadi hak mereka

oala- oeke-ja sebagaimala peke'ia

dewasa, leblh mudah dlatur dan membuat

biaya produksi meniadi lebih rendah

KETENTUAN INTERNASIONAL MENGEN.

BURUH ANAK

Konvensl internasiona menger

perburuhan anak, Pertama kali adal:

Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 19'

mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehk.

Bekerja. Pasal 1 Konvensi terseb

menyatakan bahwa 'Setiap anggota yal

membeiakukan Konvensi ini wajib membL

kebijakan nacional yang dirancang rrnt

menlamin penghapusan secara efektif bu[.

anak dan secara bertahap meningkaikan us

minimurr uniuk diperbolehkan bekerja samF

pada suatu tingkat yang sesuai dengi

perkembanqan fisik dan mental sepenuhn

dari orang muda". Lebih lanlut. dala

Konvensi tersebut iuga ditetapkan bah!

untuk pekerjaan-pekeriaan

:a_ --,i,'

yal

membahayakan kesehatan, keseLamate

atau moral anak harus diupayakan tidak bo i

kurang dari 18 tahun, kecuali untuk pekerja:

nngan, usia seseorang tidak boleh kurang di

'16 tahun.

Terdapat pula ketentuan mengenai bur

anak di dalarn Konvensi PBB menger

Penghapusan terhadap Segala Benl

Diskriminasl terhadap Perempuan (Unlt

Nations Convention on the Eiimination of

Form of Discimination Against Women ai

CEDAW). Mengenal perihaL hak-hak an.

dalam CEDAW tercantum dalam berba!

pasal kata-kata "kepentingan anak-al.
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a- yang tertinggi".Misalnya pada
rasal 5 poin (b) dinyatakan bahwa

\€€Era Peserta' akan mengambil

:rtakan yang tepat untuk menjamin

,endidikan keluarga mencakup

yang tepat mengenai ,keibuan,

irngsi sosial dan pengakuan

3nggungjawab bersama dari laki_

-e.upakan pertimbangan primordial

!e-;3 hal.

Pengamatan dan pelaporan tentang

ketidakadilan yang serius yang diderita oleh

anak-anak, diantaranya tingginya tingkat
kematian anak, perawatan kesehatan yang

buruk, terbatasnya kesempatan untuk

memperoleh pendidjkan dasar, berbagai

kasus tentang anak-anak yang disiksa dan

dieksploitasi sebagai pekerja seksual atau

Tahun 1999 mengenai pelarangan dan

Tjndakan Segera untuk penghapusan Bentuk_

bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
muncul sebagai konvensi mengenai
perburuhan anak yang berikutnya. pasal 3

Konvensi tersebut menyebutkan bahwa yang

s 
'etempuan 

dalam pengasuhan dan dalam pekerjaan-pekerjaan yang
n anak-anak mereka, karena membahayakan, anak-anak dalam penjara

serta anak-anak sebagai pengungsi dan

korban-korban konflik bersenjata. Maka, hal

mendasar atas persoalan anak adalah non

diskriminasi dan kepentingan yang terbaik
bagi anak, atau dengan kata lain kepentingan

anak-anak harus merupakan yang

tertinggi.Pada Pasat 32 KHA (datam Sagala

dan Rozana, 2007), dinyatakan bahwa

masyarakat internasional mengakui hak anak

untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan

dari melakukan setiap pekerjaan yang

mungkin berbahaya atau mengganggu
pendidikan atau kesehatan atau
pengembangan fisik, mental, spiritual, moral

dan sosialanak.

Kemudian, Konvensi ILO Nomor 182

!E: bahwa kepentinqan anak-anak

le-.-a'r pula dalam pasal 16 CEDAW

: (a) hak dan tanggungjawab yang

:€a€gai orangtua. te4epas dari status

a- yang berhubungan dengan anak_

-ereka, dalam semua kasus

. mereka dalam persoalan_

r anak-anak harus merupakan

=.rggi, (b) hak dan tanggungjawab

Sama mengenai perlindungan,

n, perwaiian dan pengangkatan

atau lembaga-lembaga serupa

konsep-konsep ini ada dalam

^g-undangan nasional, dalam semua

kepentingan anak-anak harus

'r yang tertinggi.

S€cJluh tahun kemudian, pada tahun

e- nah Konvensi Anak atau Convention

IrE <ghts of Chitd (CRC) yang djtetapkan

Uajelis Umum pBB, sebagai hasil
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dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerlaan

terburuk untuk anak adalahl

a) Segala bentuk perbudakan atau praktek

sejenis perbudakan seperti penjualan dan

perdagangan anak, keria iion (debt

bondage), dan perhambaan (serfdom)

serta kerja paksa atau wajib kerja,

termasuk pengerahan anak secara paksa

atau wajib uniuk dimanfaatkan dalam

konfllk berseniata;

b)Pemanfaatan, Penyediaan

penawaran anak untuk pelacuran,

produksi Pornografi, atau

pertunjukan-pertun]ukan porno;

mengenai Penghapusan terhadap Sega

Bentuk Diskrlminas terhadap Perempr'r:

(United Nations Convention on the ELimlnati:

of All Form of Discrimination Against Womi

atau CEDAW) melalui Undang-undang Nom

7 Tahun 1984.

Dengan tujuan untuk melindungi h:

anak pula, lndonesia meratifjkasi Konver

ILO Nomor 138 Tahun 1973 dengan Undan

undang Nomor 20 Tahun '1999 menger

Batas Usia Minumum Diperbo ehkan Beker

Undang-undang ini mengatur dengan jel:

tentang usla minimum seseorang unt

bekerja:

a) Usia minimum tidak boleh 15 tahu

Negara-negara yang fasillL

perekonomian dan pendidikannya bel!

dlkembangkan secara memadai dat

menetapkan usia minimum '14 tahun unt

bekerja pada tahap permuLaan.

b) Usia minimum yang ebih tua, Yaitu

tahun d,tetapkal. JntJ( eris pekerlai

yang berbagaya 'Yang sifat maup.

situasl dimana Pekeriaan terset

dilakukan, kemungklnan besar daP

rrerugikan kesehatan, kese amatan atl

morai anak-anak".

c) Usia m n mum Yang lebih rendah unt

pekerjaan ringan ditetapkan pada usia

ta h un.

penyediaan atau

: a:-a_ + _

:.: -._-i

:a:3.n":

atau

untuk

untuk

c) Pemanlaatan,

penawaran anak untuk kegiatan terlarang,

khususnya untuk Produksl dan

perdagalgan obal-ooatar sebagaimana

diatur dalam perjaniian internasional yang

re evant dan

d) Pekerjaan yang sifai atau keadaan tempat

pekerjaan itu dilakukan dapat

membahayakan kesehatan, keselamatan

atau mora anak-anak (Sagala dan

Rozana,2OA7).

KEBIJAKAN NASIONAL MENGENAI

BURUH ANAK

Kebijakan d lndonesia yang mengatur

perburuhan anak diawall pada tahun 1984, di

bawah kepemimpinan Preslden Soeharto,

dimana lndonesia fiteratifikasl Konvensi PBB

: :;-: -1:_
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.-:

::-: -. ttu. Konvensi ILO Nomor 182
...: 

.,3a d ratiflkasi dengan Undang-

',:-or' 1 Tahun 2000 menoenai

..' Can Tlndakan Segera

: -:: - Bentuk-bentuk Pekerjaan

hak Anak atau CRC, yaitu meliputi non

diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk

anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup

dan perken bangan serta penghargaan

terhadap pendapat anak.

Setahun kemudian, lndonesia

mengesahkan Undang-undang Nomor 13

Tal-un 2003 teltang heteragakerjaan.

Undang-undang ini mengatur menqenai hal-

hal yang berhubungan dengan buruh / pekerja

anak, mulai dari batas usja diperbolehkan

bekerja, siapa yang tergolong anak,

pengupahan dan perlindungan baqi buruh /
pekerja anak.llndang-undang

Ketenagakerjaan menyatakan anak adalah

setiap orang yang berumur di bawah 1g

tahun. Dengan demikian, 18 tahun merupakan

usia minimum yang diperbolehkan pemerintah

untuk bekerja.

Walaupun Pasal 68 Undang-undang

Ketenagakerjaan disebutkan bahwa

pengusaha dilarang mempekerjakan anak,

namun melalui Pasal 69 Undang_undang

Ketenagakeiaan, ketentuan tersebut dapat

dikecuallkan bagi anak berumur antara 13

hingga'15 tahun untuk melakukan pekerjaan

ringan sepanjang |dak mengganggu

perkembangan dan kesehatan fisik, mental

dan soslaj dan memenuhi syarat-syarat

tertentu. Pada Pasal 70 Undang_undang

Ketenagakerjaan disebutkan bahwa anak

dapat melakukan pekerlaan di tempat kerja

- -:.rk Anak. Undang-undang ini

-=, adarya pelarangan dan aksi

-.^ 3hapuskan segala bentuk
. : - atau praktek-praktek sejenis

.. -=- sepedi penjualan dan

: -:- anak anak, ker]a ijon dan kerja

: -:suk pengerahan anak-anak atau

::..: atau untuk dimanfaatkan dalam

:: ::rlata dengan menerapkan

:-, r;-E dan Peraturan.

:- -elakSanakan program-program

-:- lhapuskan prioritas pekerjaan

,. -ntuk Anak. Dalam rangka

irs::

,. ::g anak, pada tahtn 2AO2

:, : -eahirkan Undang-undang Nomor
' - - 02 renlang PerlindJlgan Arak
:-,:-san Presiden Nomor 59 Tahun

: :.-! Rencana Aksi Nasionai (RAN)

:: ,:: r Bentuk-bentuk Pekerjaan

:: iltjuan dan sasaran RAN jnj.

j- :'lgram aksi nasional yang dibagi

:j :ahap selama kurun waktu 20

: :::m Undang-undang perlindunqan

:.::3ab ll tentang Asas dan Tujuan,
. :' .el-wa se,an UUD .1945 

sebaga

: ::-:Jnakan pula prinsip-prinSlp dasar
. i' : tanJang dalar Kolvens: Hak-
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yang merupakan bagian dari kurikulum

pendidikan atau pelatihan.Dan pada Pasal 71

dinyatakan bahwa anak diperbolehkan

melakukan pekeriaan untuk mengembangkan

bakat dan minatnya dengan persyaratan

tertentu.

Bentuk-bentuk pekerlaan yang dikecualikan

untuk kondisi dan kepeniingan tertentu bagi

arak oipe'bolehlar oe(erja antara lain:

1. Pekerjaan Ringan

Anak yang berusia 13 hingga 15 tahun

diperbolehkan melakukan pekerjaan

rlngan sepanlang tidak mengganggu

perkembangan dan kesehatan fisik,

mentaL dan sosial.

2. Pekerjaan dalam Rangka Bagian

Kurikulum Pendidikan atau Pelatihan.

Anak dapat meLakukan Pekerjaan di

tempat keria yang merupakan bagian dari

kurkulum pendidikan atau pelatihan yang

disahkan oleh pejabat yang berwenang

dengan ketentuan:

a. Usla paling sedikit 14 tahun.

b. Diberi petuniuk yang ielas tentang cara

pelaksanaan Pekeriaan serta

mendapat bimbingan dan pengawasan

dalam melaksanakan Pekerjaan.

c. Diberi perlindungan keselamatan dan

kesehatan kerja.

3. Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat

dan Minat.

Untuk mengembangkan bakai d

minat anak dengan baik, maka anak pel

diberikan kesempatan untuk menyalurk

bakat dan minatnya. Unt

menghindarkan terjadinya eksploitz

terhadap anak, Pemerintah teli

mengesahkan kebijakan berui

Keputusan Mentei Tenaga Kerja d

Transmigrasi Nomor I 1 s/N.'lenl/ll/20

tentang Perlindungan bagi Anak ya'

Melakukan

Mengembangkan Bakat dan l\,4inat.

Dalam Keputusan Mente Tena

Keia dan Transmiglasl Nor

115/Men^/ll/2004 tersebut, dijelask

bahwa pekerjaan untuk mengembangk

bakat dan minat. harus memenuhi krite

sebagai berlkut:

a. Pekerjaan tersebut dapat dikerjak

anak sejak usia dini.

b. Pekeriaan tercebut diminati anak

c. Pekerjaan tersebut berdasa*

kemampuan anak.

d. Pekerjaan tercebut menambahk

kreativitas dan sesuai dengan dur

anak.

Dalam mempekerjakan anak Ya

berumur kurang dari 15 tahun unt

mengembangkan bakat dan minatn\

pengusaha wajib memenuhi persyaEl

sebagai berikut:

Pekerjaan unt

' tg.,r
E":-n

8
gEl11
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: k?!t
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L knbuat perjanjian ke.ja secara

tsrt is dengan orangtua/ wali yang

nwkili anak dan memuat kondisi

&r syarat kerja sesuai dengan

t€leotuan yang berlaku,

2 bnp€kerjakan di luar waktu sekolah,

I knefluhi ketentuan waktu kerja

p-E lama tiga jam per hari dan 12

irn per minggu,

Eatkan orangtua / walj di lokasi

E pat kerja untuk melakukan

SsEawasan langsung,

lEtyediakan tempat dan lingkungan

EF ).ang bebas dari peredaran dan

lEllgunaan narkotika, perjudian,

rrrnan keras, prostitusi dan hal-hal

seietrk yang memberikan pengaruh

hn* terhadap perkembangan fisik,

.Erbl dan sosial anak,

lEryediakan fasilitas tempat istirahat

*na waktu tunggu,

Elsanakan syarat-syarat

ks€*amatan dan kesehatan kerja.

&.Eatara bentuk-bentuk pekerjaan

rntuk anak menurut Pasal 74 Ayat 2

ng Ketenagakerjaan meliputi:

3.9E.a pekerjaan dalam bentuk

n atau sejenisnya,

pekerjaan yang memanfaatkan,

, atau menawarkan anak
pelacuran, produksi pornografi,

pomo atau perjudian,

3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan,

menyediakan atau melibatkan anak untuk
produksi dan perdagangan minuman

keras, narkotika, psikotropika dan zat

adiktif lainnya, dan/atau

4. Semua pekerjaan yang membahayakan

kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Mengenai pengupahan terhadap buruh /
pekerja anak Undang-undang

Ketenagakerjaan mengatur dalam pasal 92

Ayat 1 bahwa perusahaan dibedkan hak untuk

menyusun struktur dan skala upah dengan

memperhatikan golongan, jabatan, masa

kerja, pendidikan dan kompetensi. lvlaka,

biasanya upah bagi golongan pekerja usja

sangat muda berada di bawah pekerja

dewasa.

BAGAIMANA MELINDUNGI BURUH ANAK

Anak rentan mengalami diskriminasi dan

berbagai bentuk kekerasan karena

mempunyai ketergantungan dalam berbagai

aspek, terutama ekonomi yang dikondisikan

sedemikian rupa. Bahkan, anak secara alami

sangat bergantung pada orang-orang dewasa

di sekelilingnya, salah satunya adalah untuk

kepentingan kematangan emosionalnya.

Kenyataannya, anak di lndonesja tidak

dipandang menjadi cikal bakal sumberdaya

manusia di masa mendatang. Bahkan anak

tidak dilihat sebagai sosok yang harus didid:k
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dan di ndungi,

emoslonalnya.

secara fisik maupun

Permasalahan buruh anak pada ntinya

rnengandung masalah tdak terjaminnya hak-

hak per ndungan atas anak, sepertt hak untuk

tumbuh kembang dan hak memperoleh

pend d kan.Tidak terjamlnnya hak-hak anak

yang bekerja tersebut salah satu

oer/ebab-ya adalaf Lidd. aoanla jamina.

per ndungan hukurn bagi anak-anak yang

bekerja. Perlindungan hukum yang d maksud

dlsini bukaniah hanya sekedar diterbitkannya

kebijakan pemerintah lerkait mengenai hal-hal

yang dapat menjamin hak-hak anak yang

bekerja, tetapi seharusnya juga termasuk

rldaka' tegas atas segala aru'an mengenai

larangan-larangan yang terkaii perllndungan

hak buruh anak, terutama kepada

perusahaan-perusahaan yang

mempekerjakan anak-anak tidak sesuai

dengan ketentuan pemerlntah. Disamping tu,

pemerintah juga tidak memberkan perhatian

yang serus terhadap terbatasnya sarana

pend d kan, yang akibatnya l.nendorong anak-

anak untuk lebih memilih bekerja pada usia

belia dengan pemikiran daoat membantu

kehldupan keluarga, dibandlngkan justru

membebani orangtua mereka. ltulah

sebabnya, fenomena buruh anak pada

reaiitasnya masih sulit untuk dicegah apa ag

drhapuskan.

Subiyantoro (2007) mengemukak

pemikiran yang sama mengena fenome

buruh anak di lndonesa. la menyatak

bahwa berbas s pada realiias t ngginya an.

anal yarg behela da1 ketika pe-er.:
tldak sanggup lag membendung a.

maraknya anak-anak bekerja, kebutuhan ak

jam nan hukurn sangat diperlukan un:

mel ndungi mereka. Selama ini memang an.

ala( ya19 oeke..a L,da< pL.ya jami-

hukum, karena sektor pekerjaan ya

diakukan oleh anak-anak adalah sek

informal, yang tidak datur oleh Unda.

undang.

Maka dari tu, kebjakan negara ya

mengatur tentano buruh anak saat n har

bersifat meminimalsas jumah buruh an:

karena uniuk melarang mereka bekerja ma:

sangat sulit diterima oleh masyara.

setempat ak bat sudah menjadi trac

disamp ng juga te ah menjadi kebutui

masyarakat. Dan yang terpent-

penyebabnya ada ah karena negara juga t c

memiliki solusi yang dapat diterma c

mereka secara langsung dengan adaa

lara"ga. bagi alak-a1ak .1tLk oekerja.

Untuk mengatasi permasalahan bu-

anak, negara seharusnya memb_ --:
kesempatan yang lebih uas bagl pendid' :-:i
untuk anak-anak, khususnya anak peremp" -:
yang d yak ni da am budaya masyarakal l: .:: -
membutuhkan pendid kan yang tinggi. Neg: : _'-
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se^-snya mensosialisasikan hak_hak

=== lebih luas dengan sasaran yang
-Ea€i untuk merontokkan budaya

pada aspek penyediaan kesempatan

pendidikan dan penanganan hukum atas

pelanggaran perburuhan anak sebagai wujud

tanggungjawab negara atas anak.

PENUTUP

Mengatasi permasalahan buruh anak

memang bukanlah pekerjaan yang mudah,

karena permasalahan itu terjadi akibat

kompleksnya belbagai faktor
penyebab.Namun penyebab terutama adalah

ketidakmampuan negara memfasiljtasi sarana

dan prasarana pendidikan bagi anak-anak,

yang kemudian merambat pada berbagai hal

lainnya.Maka dai itu, melahirkan kebijakan

yang mengatur tentang ketentuan perburuhan

anak saja belum dapat mengatasi
permasalahan itu.Perlindungan terhadap

buruh anak seharusnya benar-benar diiringi

dengan perlindungan hukum dalam arti

perlindungan berupa tindakan yang tegas atas

pelanggaran hak-hak anak yang bekerja dan

sosialisasi yang lebih dalam mengenai hak-

hak anak dan perempuan dari berbagai

tindakan diskriminatif dan kekerasan

.: dan pandangan yang keliru

E .€ndidikan bagi anak, terutama

-.-=-,='akal di peiosok yang memiliki

3.a wawasan dan penqetahuan

.!asyarakat lainnya.Sebab

permasalahan buruh anak

-:merlukan kerjasama berbagai

==-znfaalan media massa, baik cetak

= 
ektronik, dapat menjadi sarana

r=e: Jnluk sos;alisasi terseout. Selatn

-,:.:lring dan evaluasi terhadap

rses _,ang sudah dilakukan juga menjadi

S:sa sasi yang berkaitan dengan anak

:f-:-cuan harus dilakukan secara

-- berkesinambungan mulai dari

! <ebijakan, aparat penegak hukum,

E -eltersebut.

.E.:- masyarakat hingga seluruh

.a-,_: penting untuk mengetahui

:^ upaya tersebut.pemulihan

..:21 masyarakat terhadap penegakan

==s diskriminasi perempuan dan anak

;a:E:: lakukan melalui upaya tersebui.

-c,.-esia saat ini mernang tejah memiliki

_r:ng menangani perempuan dan

a- institusinya, ada Menterinya, ada

.:- yang mendukungnya, namun

.:.nesia besar, dibutuhkan strategi

:r-,t=11 yang lebih mendalam terutama
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